
Surat Keterangan Bebas PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak 
atas Tanah dan/atau Bangunan
No. SK :

Persyaratan

1. Syarat Permohonan SKB PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dana atau Bangunan 

Karena Hibah: a. Permohonan SKB PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau 

bangunan yang telah diisi lengkap dan ditandatangani; b. Surat pernyataan hibah; c. Fotokopi Surat 

Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir; d. Fotokopi SPT Tahunan 

PPh atas nama pemberi hibah, atau Surat Keterangan bahwa orang pribadi pemberi hibah memiliki 

penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak.

2. Syarat Permohonan SKB PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dana atau Bangunan 

Karena Warisan: a. Permohonan SKB PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau 

bangunan yang telah diisi lengkap; b. Surat pernyataan pembagian waris; c. Fotokopi Kartu Keluarga; d. 

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir; e. Fotokopi 

Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi tahun pajak terakhir atas nama pewaris, 

atau surat keterangan bahwa pewaris memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan 

mengambil nomor antrian. Wajib Pajak dipanggil ke loket melalui antrian. Wajib Pajak mendatangi 

Loket TPT dan menyerahkan Permohonan Surat Keterangan Bebas PPh atas Penghasilan dari 

Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan, beserta seluruh dokumen yang disyaratkan. Petugas 

TPT mengecek kelengkapan dokumen. Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka Wajib Pajak harus 

melengkapi kekurangan dokumen dan menyerahkan kembali Formulir dan menyerahkan kembali 

Permohonan Surat Keterangan Bebas PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan atau 

Bangunan, beserta seluruh dokumen lainnya kepada Wajib Pajak. Dalam hal berkas permohonan telah 

lengkap, Wajib Pajak mendapatkan LPAD dan BPS yang disampaikan oleh petugas. Dalam jangka waktu 

3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap, Wajib Pajak mendatangi TPT untuk mengambil 

langsung Surat Keterangan Bebas PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan atau 

Bangunan dengan menyerahkan BPS asli. Wajib Pajak mendapatkan Surat Keterangan Bebas PPh atas 

Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan dari petugas. Proses selesai.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar

Jalan Garuda No. 70-72, Sumbawa Besar 84316 0371623393 

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Sumbawa Besar

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 16 Nov 2024 pukul 03:23. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

http://www.pajak.go.id
https://sippn.menpan.go.id
https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8303191/kantor-wilayah-direktorat-jenderal-pajak-nusa-tenggara/surat-keterangan-bebas-pph-atas-penghasilan-dari-pengalihan-hak-atas-tanah-dan-atau-bangunan


Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap. 

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Bebas PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan

Pengaduan Layanan

(0371) 626393

 kpp.913@pajak.go.id

 087701682619 *khusus chat 
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